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ABSTRAK

Anne Nuraini Putri, 2114011040

PENGELOLAAN ARSIP AKTIF MELALUI DIGITALISASI DI
BAGIAN ARSIP SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Skripsi, ix, hlm, 106 halaman.

Dosen Pembimbing: Dr. Hidayaturahmi S.Sos., MPA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan arsip
aktif melalui digitalisasi di Bagian Arsip Sekretariat Jenderal DPR RI berdasarkan
teori Life Cycle of Records yang mencakup aspek penciptaan, pemeliharaan, dan
penggunaan arsip. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan
pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara,
observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan
arsip aktif melalui digitalisasi telah diterapkan, namun belum berjalan secara
optimal. Pada aspek penciptaan, (1) Penerimaan dan penciptaan arsip telah
dilakukan secara digital melalui aplikasi SRIKANDI sesuai ketentuan tata naskah
dinas elektronik, tetapi implementasinya masih bersifat hybrid. (2) Pertimbangan
sebelum penciptaan dilakukan dengan seleksi arsip sesuai nilai guna, frekuensi dan
kondisi arsip, tetapi masih ditemukan ketidaklengkapan fisik dan informasi arsip.
(3) Sistem klasifikasi dan kode arsip mengacu pada kebijakan Klasifikasi Arsip
serta Sistem Klasifikasi dan Keamanan Akses Arsip Dinamis, namun pemahaman
pegawai masih kurang dalam menentukan klasifikasi arsip. Pada aspek
pemeliharaan dan penggunaan, (1) Penyimpanan arsip digital telah memanfaatkan
cloud dan server, namun belum terdapat standar penamaan dan pengelompokan
arsip, serta sistem penyimpanan yang terintegrasi. (2) Pemindahan arsip dilakukan
secara berjenjang, namun masih dilakukan konvensional. (3) Sistem temu balik
arsip memerlukan waktu lebih dari standar lima menit karena daftar arsip tidak
terintegrasi. (4) Perlindungan dan keamanan arsip dilakukan melalui backup data,
firewall, watermark dan E-sign, tetapi pelaksanaannya masih terkendala oleh
keterbatasan scanner yang sesuai dengan bentuk arsip yang akan didigitalisasi.
Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan: (1) Penyusunan dan
penerapan kebijakan serta SOP pengelolaan arsip elektronik secara kolaboratif
dengan melibatkan arsiparis, pejabat struktural, tenaga ahli teknologi informasi dan
ANRI; (2) Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan sosialisasi
berkala mengenai digitalisasi arsip; dan (3) Mengintegrasikan daftar arsip aktif
sebagai sarana temu balik arsip ke dalam satu platform terpusat untuk mendukung
efisiensi layanan informasi.

Kata Kunci: Arsip; Pengelolaan Arsip Aktif; Digitalisasi
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ABSTRACT

Anne Nuraini Putri, 2114011040

MANAGEMENT OF ACTIVE RECORDS THROUGH DIGITIZATION
IN THE ARCHIVES DEPARTMENT OF THE SECRETARIAT
GENERAL OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA

Undergraduate Thesis, ix, 106 pages.

Supervisor: Dr. Hidayaturahmi S.Sos., MPA

This study aims to determine how active archives are managed through
digitization in the Archives Division of the Secretariat General of the Indonesian
House of Representatives based on the Life Cycle of Records theory, which covers
the aspects of creation, maintenance, and use of archives. This study uses a
descriptive method with a qualitative approach through data collection techniques
such as interviews, observation, and document review. The results show that active
records management through digitization has been implemented, but it is not yet
running optimally. In terms of creation, (1) the receipt and creation of archives has
been carried out digitally through the SRIKANDI application in accordance with
the provisions of electronic official documents, but its implementation is still hybrid.
(2) Considerations prior to creation are carried out by selecting archives according
to their usefulness, frequency, and condition, but there are still physical and
informational deficiencies in the archives. (3) The archive classification and coding
system refers to the Archive Classification Policy and the Dynamic Archive
Classification and Access Security System, but employees still lack understanding
in determining archive classifications. In terms of maintenance and use, (1) Digital
archives are stored using cloud and server technology, but there are no standards
for naming and grouping archives, nor is there an integrated storage system. (2)
Archive transfers are carried out in stages, but are still done conventionally. (3)
The archive retrieval system takes more than the standard five minutes because the
archive list is not integrated. (4) Archive protection and security are carried out
through data backup, firewalls, watermarks, and E-signs, but implementation is still
constrained by the limitations of scanners that are compatible with the forms of
archives to be digitized. To overcome these obstacles, the following are needed: (1)
The formulation and implementation of policies and SOPs for electronic archive
management in collaboration with archivists, structural officials, information
technology experts, and ANRI; (2) Capacity building of human resources through
technical training and regular socialization on archive digitization, and (3)
Integration of the active archive list as a means of archive retrieval into a
centralized platform to support the efficiency of information services.

Keywords: Archives; Active Archives Management, Digitization
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BAB I
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Era digital telah mengubah paradigma pengelolaan informasi di seluruh
dunia, termasuk dalam pengelolaan arsip. Transformasi digital ini tidak hanya
mengubah cara organisasi menyimpan dan mengakses informasi, tetapi juga
menuntut perubahan fundamental dalam sistem pengelolaan arsip yang selama
ini masih mengandalkan pendekatan konvensional. Menurut Pramono (2021)
kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran organisasi sebagai
sumber informasi dan pusat ingatan organisasi. Sehingga muncul kebutuhan
untuk mengelola arsip secara efektif, efisien, dan berbasis teknologi agar
mampu menjawab tuntutan lingkungan kerja yang semakin cepat dan dinamis.

Arsip aktif merupakan arsip dengan frekuensi penggunaan tinggi yang
mendukung operasional sehari-hari organisasi. Arsip aktif memerlukan sistem
pengelolaan yang efektif dan efisien untuk dapat memenuhi kebutuhan
informasi yang semakin kompleks dan dinamis. Dalam konteks operasional
organisasi modern, arsip aktif berfungsi sebagai bahan utama dalam proses
perencanaan, pengawasan, pelaksanaan tugas, serta pengambilan keputusan
yang membutuhkan informasi cepat dan akurat. Fungsi strategis ini menuntut
sistem pengelolaan yang dapat menjamin kecepatan akses, akurasi informasi,
dan keamanan data dalam lingkungan yang semakin terhubung secara digital.
Wibowo (2023) menekankan bahwa pengelolaan arsip aktif yang optimal akan
menjamin tertatanya fisik arsip yang baik, sehingga proses pencarian kembali
arsip dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Karena intensitas penggunaan
arsip aktif yang tinggi maka harus dikelola dengan sistem yang terstruktur dan
mudah diakses agar dapat menunjang kelancaran administrasi dan aktivitas
organisasi secara efektif.

Perkembangan teknologi informasi menciptakan peluang sekaligus

tantangan baru dalam pengelolaan arsip, salah satunya melalui digitalisasi arsip



di Indonesia. Digitalisasi arsip adalah proses alih media dari bentuk fisik
(kertas, foto, pita, dan sebagainya) menjadi format digital agar informasi di
dalamnya dapat diakses secara elektronik (Sudarsana et al., 2024). Digitalisasi
arsip berfungsi untuk memperluas akses, mempercepat temu kembali,
melestarikan arsip dari kerusakan fisik, dan meningkatkan keamanan data
(Pranata, 2024). Dengan adanya digitalisasi arsip, tidak hanya lebih efisien
dalam hal ruang penyimpanan, tetapi suatu arsip juga akan lebih mudah dicari
dan didistribusikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 sistem
pengelolaan arsip aktif yang ideal harus berbasis teknologi informasi,
terintegrasi secara nasional, serta dilengkapi dengan tata kelola sesuai standar
kearsipan. Hal ini bertujuan mendukung transparansi, efisiensi birokrasi, dan
pelestarian memori organisasi.Namun, penerapan sistem digitalisasi arsip di
berbagai lembaga masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya
manusia, sarana dan prasarana, serta belum optimalnya integrasi antarunit kerja.
Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Arsip Nasional Nomor 6
Tahun 2021 yang menekankan sistem pengelolaan arsip yang mampu menjamin
kemudahan temu kembali, perlindungan arsip, dan efisiensi penggunaan ruang
serta waktu. Standar ini menuntut organisasi untuk tidak hanya mengdigitalkan
arsip fisik, tetapi juga membangun sistem yang terintegrasi, user-friendly, dan
dapat menjamin keamanan serta integritas data dalam jangka panjang.

Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai lembaga yang berperan dalam
mendukung tugas kelembagaan DPR RI turut beradaptasi terhadap
perkembangan digital melalui penerapan sistem pengelolaan arsip berbasis
elektronik. Namun, berdasarkan pelaksanaan magang wajib yang dilakukan
peneliti pada 18 Desember 2023 hingga 31 Januari 2024, Sekretariat Jenderal
DPR RI masih menghadapi beberapa kendala dalam pengelolaan arsip aktif,
khususnya terkait digitalisasi arsip. Tantangan tersebut tidak hanya

mempengaruhi efisiensi operasional internal, tetapi juga berdampak pada



kualitas layanan publik dan transparansi informasi yang menjadi tuntutan
masyarakat terhadap lembaga negara.

Salah satu kendala utama dalam pengelolaan arsip aktif adalah belum
terintegrasinya sistem pengelolaan arsip. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa
sistem manual dan digital masih berjalan secara terpisah sehingga menciptakan
fragmentasi dalam pengelolaan informasi yang seharusnya menjadi satu
kesatuan yang utuh. Beberapa unit kerja masih menggunakan arsip fisik berupa
kertas, sementara unit lain telah beralih ke format elektronik. Keterpisahan ini
menyebabkan kesulitan dalam proses akses, penemuan kembali, dan
pengelolaan arsip secara efektif.

Selain itu, peneliti menemukan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan
digitalisasi arsip, antara lain pengelolaan arsip aktif yang masih bersifat hybrid
dan belum terintegrasi di setiap unit. Diperkuat oleh penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Alfina (2025) menyatakan bahwa digitalisasi arsip di Sekretariat
Jenderal DPR RI terkendala oleh kurangnya koordinasi antarpegawai,
keterbatasan teknis seperti scanner dan kapasitas penyimpanan, serta belum
terintegrasinya sistem antar unit. Kondisi ini menyebabkan proses alih media
menjadi lambat, kualitas hasil digitalisasi tidak konsisten, dan pengelolaan arsip
digital belum optimal. Seperti yang dijelaskan oleh Bahtiar dkk., (2024) bahwa
keterpisahan antara sistem manual dan digital mengakibatkan kesulitan dalam
mengakses dan mengelola arsip secara efektif. Hal ini mengakibatkan
terjadinya penumpukan arsip di ruang arsip serta kendala dalam penemuan
kembali arsip, serta tidak adanya pedoman yang jelas mengenai prosedur
digitalisasi arsip aktif, mulai dari penyimpanan hingga standar penamaan.
Ketidakjelasan pedoman ini berdampak pada kurangnya keseragaman dalam
proses digitalisasi di berbagai unit kerja. Permasalahan tersebut dibuktikan
dengan adanya SOP Alih Media Arsip Konvensional Sekretariat Jenderal DPR
RI berikut:
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Gambar 1.1 SOP Alih Media Arsip Konvensional Setjen DPR RI
Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2016
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Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa SOP Alih Media Arsip
Konvensional yang dimiliki Sekretariat Jenderal DPR RI dengan nomor DI/7-
40/SETJEN DPR RI/DI.03/7/2016 belum memuat ketentuan spesifik mengenai
standar penamaan arsip hasil alih media. Ketiadaan standar formal untuk
penamaan ini menyebabkan ketidakseragaman dalam proses penyimpanan arsip
hasil alih media. Akibatnya, dokumen hasil digitalisasi yang seharusnya dapat
dengan mudah dikenali dan diakses menjadi kurang terorganisir dan sulit untuk
distandarisasi penyimpanannya. Ketidakteraturan ini juga berpotensi
menimbulkan hambatan dalam pencarian arsip serta mengurangi efisiensi
pengelolaan arsip digital di lingkungan Setjen DPR RI.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi faktor krusial yang
mempengaruhi efektivitas pengelolaan arsip aktif melalui digitalisasi arsip di
Sekretariat Jenderal DPR RI. Berdasarkan data kepegawaian Bagian Arsip
Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2024 terdapat masalah terkait sumber daya
manusia dengan jumlah tenaga kearsipan sebanyak 15 sedangkan total
kebutuhan ideal yaitu sebanyak 82 orang di bidang kearsipan. Ketimpangan ini
tidak hanya berdampak pada beban kerja yang berlebihan bagi pegawai yang

ada, tetapi juga mempengaruhi kualitas pengelolaan arsip secara keseluruhan.



Selain itu, banyak pegawai yang belum memiliki keterampilan teknis memadai
untuk mengoperasikan sistem teknologi informasi, terutama arsiparis senior
yang kurang melek teknologi namun memiliki pengalaman dan pengetahuan

mendalam tentang arsip.

Tabel 1.1 Data Kepegawaian Bagian Arsip

No. Jabatan Jumlah
1. Arsiparis Madya 2
2. Arsiparis Muda 1
3. Arsiparis Pertama 3
4. Arsiparis Penyelia 5
5. Arsiparis Terampil 2
6. TSP Kearsipan 2

Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2024

Dari sisi volume, data emedia.dpr.go.id (2025) mencatat bahwa hingga 17
Oktober 2025, Sekretariat Jenderal DPR RI telah mengelola 31.000 naskah
masuk dan 28.000 naskah keluar, sehingga total arsip aktif yang tercatat dalam
aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)
mencapai sekitar 59.000 dokumen digital. Arsip aktif tersebut mencakup surat-
menyurat, memorandum, nota dinas, laporan kegiatan, serta dokumen
pendukung legislasi dan administrasi kesekretariatan. Meskipun demikian,
Sekretariat Jenderal DPR RI tercatat berada pada peringkat ke-245 dari 724
instansi pengguna SRIKANDI secara nasional. Posisi ini menunjukkan bahwa
tingkat pemanfaatan SRIKANDI di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI
masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa instansi lain, padahal
optimalisasi penggunaan SRIKANDI menjadi salah satu indikator penting

dalam penilaian Reformasi Birokrasi.



Selain permasalahan integrasi dan pemanfaatan aplikasi, aspek keamanan
data digital juga memerlukan perhatian serius mengingat sensitivitas informasi
yang dikelola oleh DPR RI. Arsip digital saat ini disimpan di berbagai platform
seperti cloud dan drive tanpa sistem penyimpanan terpusat. Kondisi ini
meningkatkan risiko keamanan data, kesulitan pengawasan akses, dan potensi
kebocoran informasi terutama untuk dokumen-dokumen yang bersifat rahasia.
Kurangnya enkripsi dan protokol keamanan yang standar pada berbagai
platform penyimpanan ini juga menimbulkan kerentanan terhadap ancaman
siber.

Sebagai upaya peningkatan tata kelola kearsipan digital, Sekretariat
Jenderal DPR RI telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Arsip (SIAr)
yang berfungsi untuk mengelola arsip elektronik secara terintegrasi. SIAr
memfasilitasi proses pegarsipan mulai dari pemindaian arsip konvensional,
klasifikasi arsip, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip digital agar dapat
diakses secara cepat dan akurat oleh internal DPR RI maupun publik.
Implementasi SIAr mendukung transformasi digital dalam pengelolaan arsip
legislatif. Selain itu, Sekretariat Jenderal DPR RI juga menerapkan penggunaan
aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang
berfungsi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip melalui digitalisasi
arsip dinamis dan integrasi sistem pengarsipan di berbagai unit kerja, termasuk
persuratan. Pada hal ini, Sekretariat Jenderal DPR RI menggunakan kedua
aplikasi tersebut untuk saling melengkapi dalam pengelolaan arsip, di mana
SIAr lebih berfokus pada pengelolaan arsip elektronik yang bersifat statis dan
arsip legislatif yang telah terdigitalisasi, sementara SRIKANDI mendukung
pengelolaan arsip dinamis yang terintegrasi.

Urgensi digitalisasi arsip semakin terlihat jelas apabila ditinjau dari berbagai
penelitian terdahulu yang menyoroti permasalahan dalam pengelolaan arsip
aktif konvensional. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Herawan
(2020) yang menyampaikan bahwa ruang penyimpanan arsip konvensional

hanya mampu menyimpan 2.100 boks arsip, dengan jumlah tersebut dapat



dikatakan kapasitas penyimpanan arsip sangat terbatas dan diperparah oleh
minimnya rak arsip, sehingga menimbulkan kendala dalam penataan,
pengelolaan, serta pemeliharaan arsip dalam jangka panjang. Kondisi ini
menghambat efektivitas pencarian arsip dan pemanfaatan arsip, serta berisiko
menyebabkan hilangnya informasi penting akibat penumpukan yang tidak
tertata.

Permasalahan tersebut diperjelas lagi dari penelitian yang dilakukan oleh
Amelinda et al (2023) yang menyatakan bahwa arsip telah dikelola dengan baik
oleh Bagian Kearsipan Kantor PN, namun permasalahan masih muncul ketika
pegawai kesulitan melakukan temu balik arsip disaat mereka membutuhkan
informasi dari arsip yang telah disimpan. Kesulitan tersebut terjadi karena
masih adanya arsip lama yang sudah tidak diperlukan, namun belum dilakukan
proses pemusnahan atau penyusutan sesuai prosedur. Kondisi ini menyebabkan
ruang penyimpanan semakin dipenuhi oleh arsip baru yang terus bertambah
volumenya di records center. Akibatnya, penataan arsip menjadi kurang efektif,
ruang penyimpanan semakin terbatas, dan aksesibilitas informasi menjadi
terhambat.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya et a/ (2024) menghasilkan temuan
bahawa Pengelolaan arsip di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda masih
menghadapi berbagai kendala. Pengelolaan arsip tidak optimal karena arsip
konvensional berbasis kertas yang dikelola masih banyak yang hanya tertumpuk
tanpa tersusun rapi, sehingga menimbulkan kesan kurang terawat dan
menyulitkan ketika arsip diperlukan kembali. Kondisi ini semakin diperburuk
dengan adanya arsip yang hilang ataupun sulit ditemukan dalam waktu cepat,
sehingga menghambat kelancaran pelayanan.

Menurut Azahra dan Putra (2024), terdapat beberapa kelemahan arsip
konvensional yang berbentuk fisik seperti kertas. Pertama, keterbatasan ruang
penyimpanan menjadi kendala utama, karena arsip dalam bentuk fisik
memerlukan tempat khusus seperti rak, lemari, atau bahkan ruangan tersendiri.

Kedua, pencarian arsip membutuhkan waktu yang cukup lama, mengingat



jumlah arsip yang terus bertambah sehingga menyulitkan ketika hanya
diperlukan satu atau beberapa arsip saja. Ketiga, arsip konvensional rentan
mengalami kerusakan, baik karena faktor eksternal seperti bencana alam banjir,
gempa bumi, atau tanah longsor maupun faktor internal seperti kualitas kertas
yang menurun dan tinta yang memudar seiring waktu. Keempat, arsip berbentuk
fisik juga rentan terhadap risiko keamanan, sebab dokumen penting yang
bersifat rahasia berpotensi dicuri atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
Terakhir, proses distribusi atau pengiriman dokumen fisik dinilai tidak efisien,
berbeda dengan arsip digital yang tidak memerlukan banyak ruang
penyimpanan dan dapat diakses lebih cepat serta aman.

Permasalahan-permasalahan  tersebut menunjukkan bahwa sistem
konvensional sudah tidak lagi memadai dan menuntut adanya penerapan
digitalisasi arsip agar pengelolaan, penyimpanan, serta akses informasi dapat
dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan akurat. Hal ini diperkuat penelitian
yang dilakukan oleh Indrawan et al (2025) bahwa sistem arsip konvensional
memiliki keterbatasan, terutama karena arsip fisik rentan mengalami kerusakan
serta membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Kondisi ini mendorong
peralihan ke sistem digital yang mampu memberikan penghematan waktu dan
biaya secara signifikan, khususnya dalam proses pencarian, pengaksesan,
penyimpanan, dan keamanan arsip. Meskipun dalam implementasi digitalisasi
arsip masth terdapat beberapa permasalahan.

Standardisasi prosedur yang belum optimal menjadi permasalahan yang
mempengaruhi konsistensi dan kualitas pengelolaan arsip di berbagai unit kerja.
Meskipun prosedur kearsipan telah ada dan ditetapkan dalam berbagai regulasi
internal, pelaksanaannya masih belum konsisten antar unit kerja, menciptakan
variasi dalam praktik pengelolaan arsip yang dapat menimbulkan inefisiensi.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, menyebutkan setiap
lembaga negara wajib mengelola arsip dengan menerapkan prinsip, kaidah,
standar, dan prosedur yang menjamin keautentikan, keutuhan, keamanan, dan

ketersediaan arsip sebagai alat akuntabilitas publik. Namun, penelitian



menunjukkan bahwa penerapan standar ini di DPR RI masih menghadapi
kendala di tingkat operasional (Wijareni, 2024).

Lebih lanjut, belum optimalnya standarisasi prosedur antar-unit kerja, yang
menimbulkan variasi praktik dan berpotensi menurunkan kualitas serta
keamanan informasi arsip. Faktor lain yang memperburuk kondisi ini adalah
lemahnya sistem monitoring dan evaluasi berkala, sehingga deviasi dari standar
prosedur sering terjadi tanpa ada tindak lanjut korektif. Salah satu persoalan
utama dalam pengelolaan arsip, khususnya dalam konteks transformasi digital,
adalah belum optimalnya standarisasi prosedur antar-unit kerja, yang
menimbulkan variasi praktik dan berpotensi menurunkan kualitas serta
keamanan informasi arsip. Hal ini juga diperparah oleh lemahnya sistem
monitoring dan evaluasi berkala, sehingga deviasi dari standar prosedur sering
terjadi tanpa tindak lanjut korektif. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian
Sri Junandi et al., (2022) yang memaparkan bahwa penerapan standar yang
harus mencakup kebijakan, tanggung jawab, monitoring dan evaluasi,
manajemen risiko, pelatihan dan kompetensi, serta pengendalian arsip masih
belum merata di berbagai lembaga, sehingga konsekuensinya adalah perbedaan
kualitas tata kelola arsip elektronik antar-institusi.

Selain itu, dalam konteks pengelolaan arsip elektronik, Wulandari & Ismaya
(2023) menyatakan bahwa sistem pengelolaan arsip digital memang penting
sebagai alat bukti yang sah, namun implementasinya masith menghadapi
hambatan seperti kurangnya infrastruktur, keragaman format digital, dan
perlunya perangkat lunak yang sesuai sejalan dengan tantangan terkait
perlindungan terhadap ancaman siber dan rendahnya literasi digital staf
kearsipan.

Digitalisasi arsip aktif di Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan langkah
strategis yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi
pengelolaan informasi. Dengan adanya digitalisasi, proses pencarian dan
pengelolaan dokumen menjadi lebih cepat dan mudah, sehingga memudahkan

para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang tepat dan cepat.



Hal ini sejalan dengan upaya DPR RI untuk bertransformasi menuju sistem
administrasi yang lebih modern dan berbasis teknologi, yang pada gilirannya
dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Digitalisasi arsip berkontribusi
pada transparansi dalam pengelolaan informasi publik. Dengan sistem digital
yang terintegrasi, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang
mereka butuhkan.

Untuk meyakinkan pentingnya digitalisasi arsip aktif dalam penulisan
skripsi ini peneliti menimbang dan memahami penelitian terdahulu untuk dapat
menjadi bahan pustaka yang kredibel. Penelitian pertama oleh Lolytasari &
Dirsanala (2023) dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
dengan judul “Digitalisasi Arsip Dalam Mendukung Pelaksanaan e-
Government”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengelolaan
digitalisasi arsip yang dilakukan Kantor Arsip Universitas Sumatera Utara
dalam pelaksanan e-Government, dan pemanfaatan sistem jaringan informasi
yang digunakan sebagai portal akses arsip. Penelitian ini menghasilkan data
bahwa digitalisasi arsip Universitas Sumatera Utara dilakukan dengan mengalih
mediakan arsip vital yang bernilai sejarah yang terdapat pada foto, pita kaset
dan kaset VHS, Betamax (media lama). Kemudian Arsip Universitas Sumatera
Utara menjadi anggota JIKN dan SIKN dan mendukung penerapan e-
Government. Kemudian penelitian ini merekomendasikan bagi instansi terkait
agar melaksanakan digitalisasi bagi arsip yang memiliki nilai tinggi sebagai
sumber pengetahuan.

Pentinganya digitalisasi arsip terdapat juga dalam penelitian yang dilakukan
oleh Pranata (2024) dengan judul “Arsip Digital Untuk Efisiensi Pengelolaan
dan Percepatan Pelayanan”. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk
mengetahui seberapa pentingnya digitalisasi saat ini. Hasil dari penelitian
tersebut adalah melalui digitalisasi arsip ini, akan mempermudah untuk bisa
mengatasi semua hambatan yang menyangkut dengan kelestarian dari wujud
fisik arsip, efisiensi untuk tempat penyimpanan, perpindahan arsip dan

penemuan kembali arsip. Dengan bentuk arsip digital inilah, semua urusan yang
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berkaitan dengan lembaga, organisasi maupun instansi akan menjadi lebih
mudah. kesimpulan yang didapatkan ialah arsip digital sangat diperlukan saat
ini untuk membantu mempercepat layanan di suatu instansi, karena akan
mempermudah suatu instansi dalam melakukan temu kembali informasi. Hasil
dari penelitian diatas sejalan dengan peneltian yang dilakukan oleh Fad’li et al.,
(2023) dengan penelitian berjudul “Implementasi Arsip Digital Untuk
Penyimpanan Dokumen Digital”. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui
efek implementasi arsip digital untuk penyimpanan dokumen digital. Jenis
penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang
digunakan adalah teknik analisis data model interaktif. Hasil penelitian ini
menjelaskan bagaimana efek dari implementasi arsip digital untuk
penyimpanan dokumen digital. Penyimpanan arsip dalam bentuk digital
merupakan salah satu alternatif solusi dalam praktik pengelolaan arsip
manual/berbasis kertas. Hal ini dimungkin karena penyimpanan arsip dalam
bentuk digital memberikan banyak keuntungan dalam hal peningkatan efisiensi
dan efektifitas pengelolaan arsip.

Beberapa permasalahan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital
dalam pengelolaan arsip di Sekretariat Jenderal DPR RI masih memerlukan
optimalisasi agar pengelolaan arsip dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan
sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dalam
kegiatan penelitian ini dapat diambil judul “Pengelolaan Arsip Aktif melalui
Digitalisasi di Bagian Arsip Sekretariat Jenderal DPR RI”. Fokus penelitian
ini adalah pada pengelolaan arsip aktif yang berasal dari arsip konvensional
yang kemudian diproses melalui digitalisasi menjadi format digital. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat tersebut
dan merumuskan strategi perbaikan yang efektif guna meningkatkan efisiensi,
keamanan, dan kemudahan akses arsip pada digitalisasi pengelolaan arsip aktif
di Bagian Arsip Sekretariat Jenderal DPR RI. Strategi-strategi ini diharapkan

tidak hanya mampu mengoptimalkan pengelolaan arsip aktif, tetapi juga
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mendukung terciptanya tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan

responsif terhadap perkembangan teknologi informasi modern.

. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah ‘“Bagaimana Pengelolaan Arsip Aktif Melalui

Digitalisasi Di Bagian Arsip Sekretariat Jenderal DPR RI?”.

. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan,
maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan arsip

aktif melalui digitalisasi di Bagian Arsip Sekretariat Jenderal DPR RI.

. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah serta tujuan dari
penelitian yang telah diuraikan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis:

Memberikan kontribusi pengembangan ilmu kearsipan dan
menyediakan kajian empiris tentang implementasi digitalisasi dalam siklus
hidup arsip di lembaga legislatif.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Bagian Arsip Sekretariat Jenderal DPR RI: Memberikan
rekomendasi konkret untuk pengembangan digitalisasi pengelolaan
arsip aktif berdasarkan analisis siklus hidup arsip.

b. Bagi ANRI: Memberikan gambaran implementasi digitalisasi kearsipan
di lembaga legislatif yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam
pengembangan kebijakan dan standar pengelolaan arsip berbasis digital.

c. Bagi lembaga pemerintah lainnya: Menjadi referensi praktis dalam

mengoptimalkan digitalisasi untuk pengelolaan arsip aktif.
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BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan
arsip aktif melalui digitalisasi arsip telah dilaksanakan di Bagian Arsip
Sekretariat Jenderal DPR RI, namun pelaksanaannya masih belum optimal.
Arsip aktif yang dimaksud mencakup naskah dinas seperti surat masuk, surat
keluar, nota dinas, memorandum, laporan kegiatan, dan dokumen pendukung
administrasi dan kebijakan lainnya yang masih digunakan secara langsung.
berikut ini hasil analisis aspek-aspek dalam pengelolaan arsip aktif melalui
digitalisasi arsip di Bagian Arsip Sekretariat Jenderal DPR RI:
1. Penciptaan (Creation)
Pada aspek penciptaan arsip Bagian Arsip Sekretariat Jenderal DPR
RI telah dilakukan secara digital namun belum sepenuhnya optimal. Pada
indikator penerimaan atau penciptaan arsip (internal dan eksternal)
dilakukan melalui aplikasi SRIKANDI yang telah membantu proses
penciptaan arsip secara lebih terintegrasi sesuai dengan ketentuan
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Namun terkadang pembuatan naskah dinas dilakukan dengan
menggunakan Microsoft Word apabila SRIKANDI terjadi gangguan, dan
implementasinya masih dilakukan secara hybrid antara sistem digital dan
konvensional karena belum seluruh unit kerja beralih sepenuhnya ke sistem
elektronik. Kendala lainnya yaitu keterbatasan anggaran pengembangan
aplikasi digitalisasi dan rendahnya kesadaran serta kebiasaan pegawai yang
masih melekat pada sistem manual.
Pada indikator pertimbangan sebelum penciptaan, Bagian Arsip

telah melakukan proses seleksi arsip yang akan dialihmediakan dengan
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memperhatikan nilai guna, frekuensi akses, serta kondisi fisik arsip sesuai
dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pedoman Alih Media Arsip. Proses digitalisasi dilakukan dengan
penyeleksian atau penilaian Arsip, pengalihmediaan Arsip, penyusunan
berita acara dan daftar Arsip hasil Alih Media; dan d. pelaksanaan
Autentikasi Arsip hasil Alih Media. Namun, masih ditemukan kendala
berupa ketidaklengkapan arsip secara fisik maupun informasi serta
kurangnya pemahaman pegawai terhadap prosedur digitalisasi, yang
menyebabkan proses digitalisasi berjalan lambat.

Pada indikator sistem klasifikasi dan kode arsip, penerapan
klasifikasi arsip di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI telah mengacu
pada ketentuan ANRI dan ditetapkan melalui SK Sekjen Nomor 1917
Tahun 2020 serta Peraturan Sekjen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sistem
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAD). Namun
terdapat kendala yaitu kurangnya pemahaman pegawai dalam menentukan

klasifikasi arsip yang tepat.

2. Pemeliharaan dan Penggunaan (Maintenance and Use)

Aspek pemeliharaan dan penggunaan arsip di Bagian Arsip
Sekretariat Jenderal DPR RI menunjukkan bahwa pengelolaan arsip
telah mengarah pada sistem digital, namun masih menghadapi sejumlah
kendala dalam penerapannya. Pada indikator penyimpanan arsip aktif,
Bagian Arsip telah menerapkan sistem penyimpanan digital dengan
memanfaatkan cloud, storage, server, dan storage internal sesuai
dengan ketentuan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pedoman Alih Media Arsip. Namun, sistem penamaan file
dan pengelompokan arsip hasil digitalisasi masih belum terstandarisasi
sehingga berpotensi menghambat proses temu balik arsip. Selain itu,
belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk

penyimpanan arsip digital menyebabkan inkonsistensi dalam tata cara
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penyimpanan dan pemberkasan arsip antarpegawai. Kondisi
penyimpanan arsip konvensional juga belum sepenuhnya tertata secara
sistematis, yang berdampak pada efisiensi layanan informasi.

Pada indikator pemindahan arsip, prosesnya telah mengacu pada
ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 26 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Pemindahan arsip dilakukan
secara berjenjang dan disertai dengan daftar arsip serta berita acara
pemindahan. Namun, pelaksanaannya masih dilakukan secara
konvensional dengan sistem fisik, sementara sistem pemindahan digital
belum diterapkan sepenuhnya karena keterbatasan infrastruktur dan
belum tersedianya kebijakan pendukung. Kendala lainnya adalah
ketidaksesuaian antara daftar arsip usul pindah dengan kondisi fisik
arsip, keterbatasan ruang penyimpanan arsip inaktif, serta masih
rendahnya pemahaman unit pengolah dalam membedakan arsip dan non
arsip.

Pada indikator temu balik arsip, sistem pencarian arsip di Bagian
Arsip masih bergantung pada daftar arsip aktif yang dikelola secara
manual maupun digital. Standar waktu temu balik ditetapkan maksimal
lima menit, namun dalam praktiknya sering kali melebihi batas waktu
tersebut akibat ketidaksesuaian antara daftar arsip dengan kondisi fisik
di lapangan. Selain itu, belum terintegrasinya seluruh daftar arsip aktif
dalam satu sistem terpusat menyebabkan proses pencarian memerlukan
waktu lebih lama.

Pada indikator perlindungan arsip dan keamanan informasi, Bagian
Arsip telah menerapkan langkah-langkah pengamanan berlapis seperti
backup data di dua lokasi, penggunaan firewall, username, dan
password, serta penerapan E-Sign dan watermark sebagai bentuk
autentikasi. Perlindungan arsip juga dilakukan berdasarkan ketentuan
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAD)

untuk mengatur tingkat akses terhadap arsip. Namun, belum tersedianya
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anggaran khusus untuk pengembangan sistem keamanan digital serta
keterbatasan sarana dan prasarana digitalisasi menjadi kendala dalam

menjaga keberlanjutan dan keamanan arsip digital.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut merupakan beberapa rekomendasi
yang dapat diberikan dalam meningkatkan pengelolaan arsip aktif melalui
digitalisasi di Bagian Arsip Sekretariat Jenderal DPR RI:
1. Penciptaan (Creation)

a. Penerimaan atau Penciptaan Arsip (Internal dan Eksternal): Sekretariat
Jenderal DPR RI perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk
pengembangan dan pemeliharaan sistem digitalisasi arsip dan
penggunaan hash value dengan SHA (Secure Hash Algorithm) seperti
SHA-256 untuk menjamin keamanan dan integritas dokumen
digitalisasi melalui mekanisme hash digital yang dapat terintegrasi
dengan tanda tangan digital atau QR code untuk otentikasi dokumen.
Selain itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran bagi seluruh unit
pengolah mengenai pentingnya digitalisasi arsip melalui kegiatan

sosialisasi dan pelatihan berkala.

b. Pertimbangan Sebelum Penciptaan Arsip: Diperlukan peningkatan
kompetensi pegawai di unit pengolah melalui pelatihan teknis mengenai
prosedur digitalisasi arsip agar proses digitalisasi dapat dilakukan sesuai
standar dan efisien. Bagian Arsip juga perlu melakukan pemeriksaan
kelengkapan fisik dan informasi arsip sebelum dilakukan digitalisasi
agar mempercepat proses digitalisasi dan meminimalisir kendala teknis

di kemudian hari.
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C.

Sistem Klasifikasi dan Kode Arsip: Perlu dilakukan pelatihan dan
monitoring secara berkala bagi pegawai di unit pengolah untuk
meningkatkan pemahaman terhadap penggunaan kode klasifikasi arsip
sesuai pedoman yang berlaku, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam

pengelompokan arsip.

2. Pemeliharaan dan Penggunaan (Maintenance and Use)

a. Penyimpanan Arsip Aktif: Bagian Arsip perlu segera menyusun

kebijakan pengelolaan arsip elektronik dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) khusus untuk penyimpanan arsip digital agar
terdapat pedoman yang baku dalam proses penamaan dan
pemberkasan arsip hasil digitalisasi. Perlu dilakukan juga
peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kearsipan

digital untuk menjaga kualitas hasil digitalisasi.

. Pemindahan Arsip: Bagian Arsip perlu melakukan pendampingan

kepada unit pengolah di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI
dalam pembuatan daftar arsip aktif dan pemberian pengetahuan
mengenai arsip dan non arsip, serta melakukan verifikasi antara
daftar arsip dan kondisi fisik arsip sebelum dilakukan pemindahan.
Bagian Arsip juga perlu mengembangkan fitur pemindahan arsip
digital terintegrasi dalam sistem internal yang memungkinkan

pengawasan dan pelacakan status arsip secara elektronik.

Sistem Temu Balik Arsip: Untuk meningkatkan efisiensi temu balik
arsip, disarankan agar seluruh daftar arsip aktif diintegrasikan ke
dalam satu sistem terpusat seperti google drive yang dapat diakses
oleh seluruh arsiparis Bagian Arsip. Sistem tersebut harus
dilengkapi fitur search by metadata agar pencarian lebih cepat dan

akurat. Kemudian, perlu dilakukan penataan ulang sistem
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penyimpanan arsip di unit kerja agar sesuai antara daftar arsip dan

posisi fisik arsip untuk memudahkan pencarian dan pelayanan arsip.

Perlindungan Arsip dan Keamanan Informasi: Diperlukan anggaran
khusus untuk pengadaan perangkat digitalisasi seperti scanner
beresolusi tinggi dan sistem keamanan digital (enkripsi dan
autentikasi data). Selain itu, Bagian Arsip perlu bekerja sama dengan
Biro TT untuk membangun arsitektur keamanan informasi berbasis

Zero Trust agar akses arsip rahasia dapat lebih terkendali.
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